BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam badusetya, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pelayanan publik PT. KAI sebagai yglenggara sarana
perkeretaapian didasarkan pada Undang-Undang N@aB&n 2005 tentang
Pelayanan Publik dan Undang-Undang No. 23 Tahun7 2@nhtang
Perkeretaapian serta Peraturan perundang-undangtaksgna lainnya,
meliputi penetapan kebijakan umum, kebijakan tekmiknentuan norma,
standar, pedoman, kriteria, rencana, dan proseeukaitan penyelenggaraan
pelayanan publik oleh PT. KAI dalam pemenuhan sapankeretaapian.

2. PT. KAI dalam penyelenggaraan pelayanan pubdiBagai penyelenggara
sarana perkeretaapian bertanggungjawab melayarjanakst sesuai dengan
“standar pelayanan minimum”, yaitu kondisi pelayaryang harus dipenuhi
oleh penyelenggara sarana perkeretaapian yangapktet pemerintah.
Sebagai contoh: penetapan tarif angkutan pelaydi@n ekonomi yang
merupakan bentuk kewajiban pelayanan pulflhlic Service Obligation
yaitu tarif yang terjangkau untuk masyarakat yantpkdanakan oleh

penyelenggara sarana perkeretaapian.
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B. Saran

1. Keselamatan pengoperasian kereta api dan kes@lanpengguna jasa,
penyelenggara prasarana harus memberikan batas jgkasgtempat yang
diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api dan tenyaag diperuntukkan bagi
pengguna jasa.

2. Keberadaan stasiun sebagai simpul jaringan fdoatasi harus dapat
memberikan pelayanan kepada setiap warga penggumsportasi kereta api
sampai ketujuannya melalui persambungan pelayanangath moda

transportasi lain yang berada di stasiun.
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